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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Konteks Penelitian  
Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau KTP-E merupakan kartu identitas 
penduduk yang dibuat secara elektronik, dalam artian baik secara fisik maupun 
fungsi dibuat dan digunakan dengan basis komputerisasi. Kartu Tanda Penduduk 
Elektronik (KTP-E) setidaknya memiliki beberapa karakteristik dalam aspek 
pembuatan, diantaranya ialah memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara 
nasional, nama lengkap, tempat tanggal lahir, tanda tangan pemilik, masa berlaku, 
status perkawinan, jenis kelamin, golongan darah, alamat, pekerjaan dan foto 
pemilik.1 Sebagai salah satu kartu identitas resmi yang dikeluarkan negara, Kartu 
Tanda Penduduk Elektronik (KTP-E) tersebut memiliki fungsi sebagai syarat 
admistrasi penduduk Indonesia untuk memperoleh pelayanan publik di instansi 
pemerintah baik Pemerintahan Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Perbankan, 
Lembaga Swasta, Usaha, Perdagangan, Asuransi, Perpajakan maupun  
Pertanahan.2 Pada dasarnya sebelum diberlakukan secara menyeluruh, masyarakat 
masih bisa menggunakan Kartu Tanda Penduduk Non-Elektronik atau Kartu 
Tanda Penduduk Konvensional, namun pemerintah membatasi penggunaan kartu 
tersebut sampai tanggal 31 Desember 2014.3 
                                                          
1 Haryono dan Wahyu Eko Pujianto. "Upaya Optimalisasi Kualitas Pelayanan Publik 
dalam Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Kantor Kecamatan Gedangan”,  dalam 
JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik) , 1 Maret 2013, hal. 44 
2 Pasal 10 B Peraturan Presiden Repoblik Indonesia No 112 Tahun 2013 Tentang 
Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, hal. 5 
3 Ibid., hal. 4 
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Salah satu fungsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-E) adalah sebagai 
syarat administratif pemilih agar bisa ikut berpertisipasi dalam Pemilihan Umum 
baik Pemilihan Presiden, Pemilihan Legislatif, Pemilihan Gubernur sampai 
Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten/Kota Madya. Undang-undang Pemilu No. 7 
tahun 2017 menjelaskan bahwa pemilih yang berhak memilih di tempat 
pemungutan suara (TPS) adalah pemilik Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-
E) yang sudah terdaftar sebagai pemilih tetap, pemilik Kartu Tanda Penduduk 
Elektronik (KTP-E) yang sudah terdaftar sebagai pemilih tambahan, pemilik 
Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-E) yang tidak terdaftar sebagai pemilih 
tetap dan pemilih tambahan dan penduduk yang memiliki hak untuk memilih.4 
Hak memilih dan dipilih adalah hak setiap warga negara. Jika mengacu pada 
Undang-undang Dasar 1945, setiap warga negara berhak dan memiliki 
kesempatan yang sama untuk ikut berpartisiasi, menyuarakan aspirasi baik secara 
lisan maupun tulisan dan juga memiliki status yang sama tanpa adanya sikap 
diskriminatif dari berbagai kelompok baik dalam perpolitikan tingkat regional 
maupun nasional.5 Hak tersebut dituangkan dalam partisipasi politik masyarakat 
untuk ikut andil dalam proses demokrasi melalui Pemilihan Umum (pemilu). Hak 
untuk ikut serta dalam pemerintahan didefinisikan sebagai hak untuk memilih dan 
dipilih pada ranah politik. 6 Secara umum hak tersebut hanya memiliki syarat 
berusia 17 tahun atau sudah menikah jika aturannya didasarkan pada Undang-
undang Dasar 1945, namun jika mengacu pada Undang-undang Pemilu No 7 
                                                          
4 Pasal 348 Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, hal. 215 
5 Mahkamah Konstitusi, Undang-undang Dasar 1945, (Jakarta: Kepaniteraan dan 
Sekretariat Jenderal MK RI, 2018), hal. 109 
6 Rhona K.M. Smith, dkk, Hukum Hak Asasi Manusia, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 
2008), hal. 268 
 
 
3 
 
 
 
tahun 2017 syarat sebagai pemilih lebih mengutakaman adany syarat 
administratif, salah satunya ada memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik 
(KTP-E). 
Konsep Hak Asasi Manusia tidak hanya diimplementasikan oleh hukum di 
Indonesia dan hukum di negara-negara barat saja. Hak Asasi Manusia juga 
dikenal dalam Islam. Pasal ke-8 Konstitusi Mesir mengatakan bahwa “The State 
shall guarantee equality of opportunity to all citizens”, pasal tersebut 
menyebutkan bahwa negara harus menjamin hak kesamaan bagi semua warganya. 
Sedangkan dalam konstitusi Iran No. 20 tahun 1979 disebutkan “Constitution 
provides that all citizens enjoy human, political, economic, social, and cultural 
rights according to Islamic standards”, konstitusi tersebut menyebutkan bahwa 
semua warga negara berhak menikmati hak politik, ekonomi, sosial dan budaya 
dengan berstandarkan agama. Sebagai negara yang menganut hukum Islam, 
Konstitusi Iran secara tidak langsung mengakui Hak Asasi Manusia namun 
pelaksanaan hak-hak yang ada di negara tersebut masih dibatasi dengan prinsip-
prinsip syariah.7 
Undang-undang dan Hukum Islam memiliki komitmen yag sama dalam 
melindungi hak setiap warga negara baik dalam  konteks kenegaraan di Indonesia 
maupun perpolitik yang berdasarkan Islam. Salah satu bentuk pelaksanaan hak 
politik di Indonesia adalah dengan adanya Pemilihan Umum yang 
diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Undang-undang 
mendefinisikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga negara yang 
                                                          
7 Nardisyah Hosen, “Human Rights Provisions in the Second Amendment to the 
Indonesian Constitution from Shari‘ah Perspective” dalam The Muslim World, April 2007, hal. 
206 
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mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan pemilihan secara mandiri. 
Komisi Pemilihan Umum (KPU) terdiri dari Komisi Pemilihan Umum tingkat 
nasional, Komisi Pemilihan Umum tingkat provinsi, dan Komisi Pemilihan 
Umum tingkat kabupaten/kota.8 Komisi Pemilihan Umum tingkat nasional 
memiliki wewenang dalam pelaksanaan Pemilihan Umum untuk memilih  
Presiden dan Wakil Presiden, Komisi Pemilihan Umum tingkat provinsi memiliki 
wewenang menyelenggarakan Pemilihan Umum tingkat Provinsi untuk memilih 
Gubernur dan Wakil Gubernur dan Komisi Pemilihan Umum tingkat 
kabupaten/kota memiliki wewenang untuk menyelenggarakan pemilihan umum 
tingkat kabupaten/kota untuk memilih Bupati/Wali Kota dan Wakil Bupati/Wakil 
Wali Kota di mana Komisi Pemilihan Umum tersebut berada.  
Untuk melaksanakan amanat undang-undang tersebut, Komisi Pemilihan 
Umum (KPU) dihadapkan pada persoalan perekaman KTP-E. Undang-undang 
menyebutkan bahwa warga negara Indonesia yang berhak untuk memilih adalah 
mereka yang sudah memiliki KTP-E yang terdaftar pada daftar pemilih tetap, 
pemilik KTP-E yang terdaftar pada daftar pemilih tambahan, pemilik KTP-E yang 
tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan dan 
penduduk yang telah memiliki hak pilih. Tingginya jumlah masyarakat yang tidak 
memiliki KTP-E di daerah Tulungagung merupakan tantangan tersendiri bagi 
KPU untuk meningkatkan jumlah partisipasi pemilih. Hal ini juga bertentangan 
dengan prinsip HAM yang melindungi masyarakat untuk ikut serta dan mendapat 
perlakuan sama tanpa adanya diskriminasi. 
                                                          
8 Pasal 1 Undang-undang No. 7 Tahun 2017 ..., hal. 3 
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Pada tahun 2018, sebanyak 21.741 warga Tulungagung belum memiliki 
KTP-E. Mereka terancam tidak bisa memilih pada Pemilihan Kepala Daerah 
Tulungagung 2018 yang akan dilaksanakan pada 27 Juni 2018. Jika terbukti tidak 
tercatat pada perekaman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maka mereka 
akan dicoret sebagai pemilih.9 Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-E)  
merupakan identitas resmi bukti domisili, syarat administrasi, dan bukti untuk 
mengurus pelayanan publik.10 Permasalahan ini muncul terkait adanya program 
pemerintah agar mengganti KTP Konvensional menjadi KTP-E tingkat nasional. 
Selanjutnya KTP-E tersebut berdasarkan Undang-undang Pemilu No. 7 Tahun 
2017. Permasalahan adalah hingga 2018 masih banyak masyarakat yang belum 
melakukan perekaman KTP-E, bahkan, untuk mendapatkan KTP-E tersebut warga 
harus menunggu selama 6 bulan sejak perekaman dilakukan. 
Adanya pemimpin merupakan hasil dari implementasi konsep demokrasi 
suatu negara. Indonesia sendiri sebagai negara yang menganut kedaulatan rakyat 
sudah mejalankan konsep tersebut dari awal negara itu merdeka. Konstitusi yang 
dipakai berupa Undang-undang Dasar 1945  yang menyebutkan “Gubernur, 
Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintahan Daerah 
Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis.11 Jimly Ashiddiqie 
mengklasifikasikan HAM jika dikaitkan dengan norma hukum mnjadi hak sosial, 
ekonomi, politik dan budaya. Hak tersebut melindungi segenap hubungan warga 
                                                          
9 https://daerah.sindonews.com/read/1289684/23/tak-punya-e-ktp-puluhan-ribu-pemilih-
asal-tulungagung-terancam-dicoret-1521032418, diakses pada 12 Oktober 2018/ 14:12 
10 Pasal 10 ayat 1 Perpres No 112 Tahun 2013..., hal. 4 
11 Ibid., 216 
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negara dalam berinteraksi dengan negaranya. Negara wajib menjamin hak politik 
selama tidak dicabut menurut undang-undang.12 
Konsep demokrasi dalam pemilihan pemimpin bukan hanya ada dalam 
konstitusi Indonesia. Islam sebagai agama juga menganjurkan berdemokrasi 
dalam memilih pemimpin. Al-quran sebagai dasar hukum utama Islam 
menyebutkan dalam Surat Ali-Imran (159):13 
اَمِبَف   حَر َن ِّم ٖةَم َِللّٱ  َظيِلَغ ا ًّ ظَف َتنُك  َولَو ۡۖ  مُهَل َتنِل ِب  لَق  لٱ َلَ  او ُّضَفن  َف َۡۖكِل  وَح  نِم ُف  عٱ 
 َو  مُه  نَع  رِف  غَت  سٱ  يِف  مُه  رِواَشَو  مَُهل ِۡۖر  َم  لۡٱ   لَكَوَتَف َت  مَزَع اَِذإَف  َىلَع هَِللّٱ  َِنإ ََللّٱ 
 ُّبِحُي ِّكَوَتُم  لٱ َنِيل 
Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah 
lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, 
tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah 
mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan 
mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, 
maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang 
yang bertawakkal kepada-Nya. 
Ayat tersebut secara redaksional merupakan anjuran kepada Nabi 
Muhammad Saw. agar bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah-masalah 
                                                          
12 Jimly Ashiddiqie, Pegantar Hukum Tata Negara II (Jakarta: Direktorat Jenderal 
Mahkamah Konstitusi, 2006), hal. 105 
13 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Bandung: CV. Gema Risalah 
Press, 2008), hal. 58 
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tertentu dengan sahabat dan masyarakat.14 Penyelesaian masalah pada masa Rasul 
bukan hanya dalam konteks peperangan dan pembagian harta saja, melainkan saat 
Rasulullah wafat, demokrasi dilaksanakan untuk mengangkat Abu Bakar sebagai 
khalifah pertama pengganti nabi. 
Permasalahan KTP-E adalah permasalahan yang sangat komplit, dari proses 
pembuatannya yang lama, adanya dana yang dikorupsi, dan pentingnya 
masyarakat untuk memiliki kartu tersebut menuntut pemerintah agar membuat 
alternarif kebijakan yang bisa menyelesaikan masalah ini. Adapun alasan penulis 
meneliti tentang kasus ini adalah tingginya masyarakat yang tidak memiliki KTP-
E, lambannya pembuatan KTP-E dan kebutuhan masyarakat terhadap KTP-E 
sebagai alat atau syarat administrasi. 
 
B. Fokus Penelitian 
Mengacu pada konteks penelitian di atas, maka fokus masalah yang dikaji 
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana pemberlakuan KTP-E sebagai syarat partisipasi politik di KPU 
Tulungagung? 
2. Bagaimana pemberlakuan KTP-E sebagai syarat partisipasi politik di KPU 
Tulungagung dalam perspektif  HAM? 
3. Bagaimana pemberlakuan KTP-E sebagai syarat partisipasi politik di KPU 
Tulungagung dalam perspektif Fiqh Siyasah? 
 
                                                          
14 M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Quran Tafsir Maudhu’i atas berebagai persoalan 
umat, (Bandung: Mizan, 1996), hal. 103. 
 
 
8 
 
 
 
C. Tujuan Penelitian 
Untuk memperjelas pembahasan yang akan dibahas pada penelitian ini, 
maka peneliti menentukan tujuan penelitian yang akan dikaji sebagai berikut: 
1. Untuk menjelaskan pemberlakuan KTP-E sebagai syarat partisipasi politik di 
KPU Tulungagung. 
2. Untuk menganalisis pemberlakuan KTP-E sebagai syarat partisipasi politik di 
KPU Tulungagung dalam perspektif  HAM. 
3. Untuk menganalisis pemberlakuan KTP-E sebagai syarat partisipasi politik di 
KPU Tulungagung dalam perspektif Fiqh Siyasah. 
 
D. Kegunaan Penelitian 
1. Kegunaan Teoritis 
Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dan khazanah ilmu 
pengetahuan tentang Politik Islam (Siyasah) khusunya tentang pemberlakuan 
KTP-E sebagai syarat partisipasi politik ditinjau dari Hak Asasi Manusia dan 
Politik Islam terkait syarat pemilih. 
 
2. Kegunaan Praktis 
a. Bagi Pemerintah 
Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan menjadi informasi 
tambahan mengenai problematika KTP-E di lapangan yang masih 
membutuhkan solusi khususnya bagi yang tidak  memiliki KTP-E saat akan 
diadakannya pemilihan. 
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b. Bagi Komisi Pemilihan Umum Tulungagung 
Bagi Komisi Pemilihan Umum Tulungagung, penelitian ini diharapkan 
memberi gambaran terkait hak ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum 
yang terbatasi dengan adanya regulasi pemerintah di bidang administrasi 
berupa KTP-E sebagai syarat pemilih. 
c. Bagi Masyarakat  
Bagi masyarakat umum, adapun harapan dari peneliti adalah memberikan 
informasi terutama pentingnya KTP-E sebagai syarat administratif untuk 
ikut andil dalam proses demokrasi di Indonesia. 
d. Bagi Peneliti selanjutnya 
Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan memberi informasi 
tambahan baik dijadikan penelitian terdahulu atau perbandingan dalam 
menyusun peneltian yang memiliki karakter sama namun dengan judul yang 
berbeda. 
 
E. Penegasan Istilah 
Penegasan istilah diperlukan agar tidak ada pengertian tentang judul peneliti 
yang berbeda dengan pandangan pembaca. Penegasan istilah pada penelitian ini 
terbagi menjadi dua yaitu: 
1. Penegasan Konseptual 
a. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-E) ialah identitas domisili 
penduduk yang memuat nama, nomor induk kependudukan (NIK), tempat 
tanggal lahir, jenis kelamin dan identitas lainnya yang dikeluarkan oleh 
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Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil setempat dan berfungsi untuk 
menjadi syarat administratif dan syarat mendapatkan pelayanan publik.15 
b. Hak Asasi Manusia merupakan hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata 
karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan 
kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan 
semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Pengertian hak 
asasi manusia yang demikian menyebutkan, meskipun setiap orang terlahir 
dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan 
yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut. Selain bersifat 
universal, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut (inalienable). Artinya 
seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang atau betapapun 
bengisnya perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan 
karena itu tetap Hak Asasi Manusia. Dengan kata lain, hak-hak itu melekat 
pada dirinya sebagai makhluk insani.16 
c. Fiqh Siyasah berasal dari Bahasa Arab siyasah, sasa, yasusu, siyasatan, 
yang berarti “untuk memerintah, untuk mengadministrasi, untuk mengatur, 
untuk memanej, mengarahkan binatang khususnya kuda. Namun secara 
umum, istilah siyasa dipahami sebagai istilah politik dan juga ilmu tata 
pemerintahan (statecraft), atau satu istilah yang lebih mengarah kepada 
                                                          
15 Pasal 10 B Peraturan Presiden No 112 Tahun 2013..., hal. 5 
16Rhona KM Smith Dkk, Hukum Hak Asasi Manusia, (Yogyakarta, PUSHAM UII, 
2008), hal. 11 
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keahlian atau kecakapan (skill, craft) dan bukan sebuah doktrin atau 
filsafat.17  
d. Partisipasi politik adalah setiap gerak dan keikutsertaan masyarakat baik itu 
kelompok maupun individu secara aktif dalam kehidupan politik seperti 
memilih pemimpin Negara, yang secara langsung atau tidak langsung 
mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy).18 
e. Pemilihan Kepala Daerah  
Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah ( Pilkada ) adalah proses 
untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah . Pelaksanaan pilkada 
dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bertugas hingga 
rekapitulasi suara diumumkan. Pemilihan kepala daerah adalah pemilihan 
dalam lingkup Kabupaten/ Kota dan Provinsi.19 
 
2. Penegasan Operasional 
 Penelitian dengan judul “Pemberlakuan KTP-E sebagai syarat 
partisipasi Politik DalamPerspektif Hak Asasi Manusia dan Fiqh Siyasah pada 
Pemilukada Tulungagung 2018 (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 
Tulungagung)” adalah penelitian yang bertujuan untuk meneliti proses 
pemberlakuan KTP-E sebagai syarat partisipasi politik warga negara ditinjau 
dari dua perspektif yaitu Hak Asasi Manusia dan Fiqh Siyasah. 
                                                          
17Sahri, Negara dan Pemerintahan Islam, Pemikiran Sufistik dan Ibn Taimiyah, 
(Semarang: RaSAIL Media Grup, 2013), hal. 21-22 
18Miriam Budiarjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 
2002), hal. 367 
19Raden Putra, dkk, Aplikasi SIG Untuk Penentuan Daerah Quick Count Pemilihan 
Kepala Daerah (Studi Kasus: Pemilihan Walikota Cirebon 2013, Jawa Barat) dalam Jurnal 
Geodesi Undip, Oktober  2013, hal. 1 
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F. Sistematika Pembahasan 
Hasil penelitian dengan judul “Pemberlakuan KTP-E sebagai syarat 
partisipasi politik dalam perspektif Hak Asasi Manusia dan Fiqh Siyasah pada 
Pemilukada Tulungagung 2018” ini disusun berdasarkan pedoman penulisan 
skripsi yang berlaku menjadi enam (VI) bab, adapun sistematika pembahasannya 
adalah sebagai berikut: 
Bab I pendahuluan membahas tentang konteks penelitian, fokus penelitian, 
tujuan penelitia, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika 
pembahasan. Fokus penelitian dalam penelitian ini akan membahas faktor-faktor 
yang mempengaruhi penulis memilih judul terkait KTP-E dan teori yang telah 
didiskripsikan. Berikutnya, fokus penelitian adalah pertanyaan-pertanyaan yang 
muncul dari konsteks penelitian yang dipaparkan dan akan dijawab melalui tujuan 
penelitian. Kegunaan penelitian memaparkan tentang hasil penelitian yang sudah 
ditulis bisa berguna bagi beberapa elemen diantaranya pemerintah, masyarakat 
dan KPU sebagai lembaga yang menyelenggarakan Pemilihan Umum. Penegasan 
istilah akan mendefiniskan judul secara operasional dan kosntektual. Terakhir, 
bab ini akan membahas tentang sistematika pembahasan yang disusun menjadi 
enam bab, mulai dari pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, paparan 
data dan pembahasan. 
Bab II Tinjauan pustaka membahas tentang kajian teori mengenai 
kebijakan publik, pemilihan umum, hak asasi manusia, fiqh siyasah dan  
penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Penelitian 
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terdahulu yang dipakai adalah lima skripsi yang masih berkaitan namun berbeda 
pembahasan. 
Bab III membahas tentang metodologi penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini. Metodologi tersebut secara umum memuat pendekatan dan jenis 
penelitian, lokasi penelitian yaitu di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 
Tulungagung, kehadiran peneliti, sumber data, tekhnik pengumpulan data 
(observasi,wawancara dan dokumentasi), analisi data  (reduki data, penyajian data 
dan penarikan kesimpulan), tekhnik pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap 
penelitian dari persiapan,pelaksanaan dan penulisan laporan hasil penelitian 
(skripsi). 
Bab IV pada penelitian ini membahas tentang temuan penelitian yang 
didapat saat melakukan penelitin di KPU Tulungagung berupa data-data hasil 
dokumentasi, wawancara dengan pihak KPU dan observasi di Lapangan. 
Dokumen, wawancara dan observasi hanya dibatasi pada persoalan tentang 
pemberlakuan KTP-E sebagai syarat partisipasi politik.  
Bab V pada penelitian ini membahas perbandingan fakta di lapangan 
dengan teori. Bab ini untuk menjawab dan membahas rumusan masalah tentang 
pemberlakuan KTP-E sebagai syarat pasrtisipasi politik, pandangan HAM tentang 
KTP-E sebagai syarat partisipasi politik dan tinjauan fiqh siyasah tentang KTP-E 
sebagai syarat pemilih pada pemilihan kepala daerah Tulungagung 2018. 
Bab VI pada penelitian ini membahas tentang kesimpulan yang akan 
dibuat berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan. Kesimpulan dibahas poin-
perpoin disesuaikan dengan fokus penlitian. Selain kesimpulan, pada bab ini 
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dibahas juga saran yang ditunjukan bagi pihak pemerintah selaku pembuat 
kebijakan, KPU Tulungagung sebagai pelaksana kebijakan, masyarakat sebagai 
objek kebijakan dan peneliti selanjutnya agar mengembangkan penelitian ini dan 
selalu menyesuaikan dengan aturan yang berlaku. 
